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ABSTRAK 
Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk 
mengetahui perizinan usaha perkebunan 
menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
2014 Tentang Perkebunan dan pemberlakuan 
sanksi administratif atas pelanggaran hukum 
berkaitan dengan izin usaha perkebunan. 
Dengan menggunakan metode penelitian 
hukum normatif, disimpulkan: 1. Perizinan 
usaha perkebunan menurut Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, 
dapat diberikan untuk jenis usaha perkebunan 
yang terdiri atas usaha budi daya tanaman 
perkebunan, usaha pengolahan hasil 
perkebunan dan usaha jasa perkebunan. Izin 
hanya dapat dilakukan oleh perusahaan 
perkebunan apabila telah mendapatkan hak 
atas tanah dan/atau izin Usaha perkebunan. 
Untuk mendapatkan izin Usaha perkebunan 
harus memenuhi persyaratan: izin lingkungan; 
kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah, 
dan kesesuaian dengan rencana perkebunan. 2. 
Pemberlakuan sanksi administratif atas 
pelanggaran hukum berkaitan dengan izin 
usaha perkebunan menurut Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, 
maka dapat diberlakukan sanksi administrasi 
berupa denda;  pemberhentian sementara dari 
kegiatan usaha perkebunan, ganti rugi  
pencabutan izin usaha perkebunan.  
Kata kunci: Perizinan usaha, perkebunan 
 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Kualitas lingkungan hidup yang semakin 
menurun telah mengancam kelangsungan 
perikehidupan manusia dan makhluk hidup 
lainnya, serta pemanasan global yang semakin 
meningkat yang mengakibatkan perubahan 
iklim dan hal ini akan memperparah penurunan 
kualitas lingkungan hidup. Untuk itu perlu 
dilakukan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan 
                                                             
1 Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Jemmy Sondakh, 
SH.MH; Marthen Lambonan, SH.MH. 
2  Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 
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konsisten oleh semua pemangku kepentingan.3 
Lingkungan hidup ialah jumlah semua benda 
yang hidup dan tidak hidup serta kondisi yang 
ada dalam ruang yang kita tempati. Antara 
manusia dan lingkungan hidupnya terdapat 
hubungan timbal-balik. Manusia 
mempengaruhi lingkungan hidupnya dan 
sebaliknya manusia dipengaruhi oleh 
lingkungan hidupnya.4 
Adapun lingkup pengaturan 
penyerenggaraan perkebunan meliputi: 
perencanaan, penggunaan lahan, perbenihan 
budi daya tanaman, perkebunan, penelitian dan 
pengembangan sistem data dan informasi, 
pengembangan sumber daya manusia, 
pembiayaan usaha perkebunan, penanaman 
modal, pembinaan dan pengawasan dan peran 
serta masyarakat.5Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 2014 Tentang Perkebunan, mengatur 
mengenai jenis dan perizinan usaha 
perkebunan yang terdiri atas usaha budi daya 
tanaman perkebunan, usaha pengolahan hasil 
perkebunan dan usaha jasa perkebunan.6 
Izin (Vergunning) adalah suatu persetujuan 
dari penguasa berdasarkan undang-undang 
atau peraturan pemerintah untuk dalam 
keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-
ketentuan larangan peraturan perundang-
undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai 
dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari 
suatu larangan. 7 Perizinan adalah salah satu 
bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan 
bersifat pengendalian yang dimiliki oleh 
pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan oleh masyarakat. Dengan 
memberikan izin, penguasa memperkenankan 
orang yang memohonnya untuk melakukan 
tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya 
dilarang demi memperhatikan kepentingan 
umum yang mengharuskan adanya 
pengawasan. Hal pokok pada izin, bahwa 
sesuatu tindakan dilarang kecuali 
                                                             
3  Alvi Syahrin, Beberapa Isu Hukum Lingkungan 
Kepidanaan, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009, 
hal. 1. 
4
 Tresna Sastrawijaya, Pencemaran Lingkungan, Cet. 2. 
Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 7. 
5 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 
Tentang Perkebunan. 
6 Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 
Tentang Perkebunan. 
7Adrian Sutedi. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan 
Publik, Sinar Grafika. Jakarta. 2011, hal.     167-168. 
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diperkenankan dengan tujuan agar dalam 
ketentuan-ketentuan yang bersangkutan 
dilakukan dengan cara-cara tertentu.8 
Pengelolaan usaha perkebunan dapat 
dilakukan oleh pelaku usaha perkebunan, 
pekebun dan perusahaan perkebunan sesuai 
dengan izin usaha yang diberikan oleh pihak 
pemerintah. Untuk mendapatkan izin usaha 
perkebunan, maka diperlukan persyaratan yang 
harus dipenuhi dan apabila terjadi pelanggaran 
hukum atas perizinan usaha yang telah 
diberikan oleh pemerintah, maka pihak yang 
melakukan pelanggaran hukum dapat 
dikenakan sanksi administrasi. 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimanakah perizinan usaha perkebunan 
menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
2014 Tentang Perkebunan ? 
2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi 
administratif atas pelanggaran hukum 
berkaitan dengan izin usaha perkebunan ? 
 
C. METODE PENELITIAN 
Metode penelitian hukum normatif 
digunakan untuk penyusunan penulisan ini dan 
bahan-bahan hukum yang digunakan diperoleh 
dari studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum 
primer terdiri dari peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai 
perkebunan. Bahan-bahan hukum sekunder 
terdiri dari literatur-literatur hukum, jurnal-
jurnal hukum dan karya-karya ilmiah hukum 
yang relevan dengan penulisan ini. Bahan-
bahan hukum tersier terdiri dari kamus-kamus 
umum dan kamus-kamus hukum. Bahan-bahan 
hukum primer dan sekunder dianalisis secara 
kualitatif dan normatif.  
 
PEMBAHASAN 
A. Perizinan Usaha Perkebunan Menurut 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 
Tentang Perkebunan  
Perizinan wujud keputusan pemerintah, 
maka perizinan adalah: tindakan hukum 
pemerintah berdasarkan kewenangan publik 
yang membolehkan atau memperkenankan 
menurut hukum bagi seseorang atau badan 
hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan. 
Instrumen perizinan diperlukan pemerintah 
                                                             
8 Ibid, hal. 168. 
untuk mengkonkretkan wewenang pemerintah. 
Tindakan ini dilakukan melalui penerbitan 
keputusan tata usaha negara.9  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 
Tentang Perkebunan, mengatur mengenai Jenis 
dan perizinan Usaha perkebunan, Pasal 41 ayat: 
(1) Jenis Usaha perkebunan terdiri atas usaha 
budi daya tanaman perkebunan, usaha 
pengolahan hasil perkebunan dan usaha 
jasa perkebunan. 
(2) Usaha budi daya Tanaman Perkebunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan serangkaian kegiatan 
pratanam, penanaman, pemeliharaan 
tanaman, pemanenan, dan sortasi. 
(3) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan kegiatan pengolahan yang 
bahan baku utamanya Hasil perkebunan 
untuk memperoleh nilai tambah. 
(4) Usaha jasa Perkebunan sebagaimana 
dimaksud pada 3 ayat (1) merupakan 
kegiatan untuk mendukung usaha budi 
daya tanaman dan/atau usaha pengolahan 
Hasil Perkebunan. 
Penjelasan Pasal 41 ayat (1) Yang dimaksud 
dengan usaha pengolahan Hasil perkebunan, 
adalah kegiatan pengolahan yang bahan, baku 
utamanya berasal dari hasil budidaya Tanaman 
perkebunan untuk memperoleh nilai tambah, 
yang menurut sifat dan karakteristiknya tidak 
dapat dipisahkan dengan usaha budi daya 
tanaman perkebunan, seperti gula pasir dari 
tebu, teh hitam dan teh hijau dari daun teh 
serta minyak sawit mentah dari ekstrasi kelapa 
sawit. 
Dalam Hukum Administrasi, izin merupakan 
instrumen yuridis yang digunakan oleh 
pemerintah untuk mempengaruhi para warga 
agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna 
mencapai suatu tujuan konkrit. Sebagai suatu 
instrumen hukum, izin berfungsi sebagai ujung 
tombak atau alat yang bertujuan untuk 
mengarahkan, mengendalikan, merekayasa, 
dan merancang masyarakat adil makmur. 
Melalui izin dapat diketahui bagaimana 
gambaran masyarakat adil makmur itu 
terwujud, yang berarti persyaratan-persyaratan 
yang terkandung dalam izin merupakan 
                                                             
9  Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Cetakan 
Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2012, hal.       28-29.  
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pengendali dalam memfungsikan izin itu 
sendiri.10 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 
Tentang Perkebunan, Pasal 42. Kegiatan usaha 
budi daya Tanaman perkebunan dan/atau 
usaha Pengolahan Hasil perkebunan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) 
hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan 
Perkebunan apabila telah mendapatkan hak 
atas tanah dan/atau izin Usaha perkebunan. 
Tanah merupakan salah satu aset negara 
Indonesia yang sangat mendasar, karena 
negara dan bangsa hidup dan berkembang di 
atas tanah. Masyarakat Indonesia 
memposisikan tanah pada kedudukan yang 
sangat penting, karena merupakan faktor 
utama dalam peningkatan produktivitas 
agraria.11  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 
Tentang Perkebunan, Pasal 43. Kegiatan usaha 
pengolahan hasil perkebunan dapat didirikan 
pada wilayah perkebunan swadaya masyarakat 
yang belum ada usaha pengolahan Hasil 
perkebunan setelah memperoleh hak atas 
tanah dan izin Usaha perkebunan. Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang 
Perkebunan, Pasal 44 ayat: 
(1)  Usaha budi daya Tanaman perkebunan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat 
(1) dapat dilaksanakan secara terintegrasi 
dengan unit pengolahan hasil Tanaman 
Perkebunan dan/atau budi daya ternak. 
(2)  Usaha budi daya Tanaman perkebunan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat 
(1) dapat dilaksanakan, diverifikasi berupa 
agrowisata dan/atau  usaha lainnya. 
(3)  Integrasi usaha budi daya budi daya 
tanaman perkebunan dan budi daya ternak 
dan diversifikasi usaha harus 
mengutamakan tanaman perkebunan 
sebagai usaha pokok. 
(4)  Ketentuan mengenai pelaksanaan integrasi 
dan diversifikasi usaha diatur dengan 
peraturan menteri. 
Penjelasan Pasal 44 ayat (2) Usaha lainnya 
antara lain budi daya tanaman perkebunan 
                                                             
10 Ridwan. HR. Hukum Administrasi Negara. UII Press. 
Yogyakarta. 2003. hal. 160. 
11 Husen Alting, Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan 
Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, 
(Masa Lalu, Kini Dan Masa Mendatang) Cetakan II, 
LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011 hal. 1. 
dengan tanaman kehutanan dan tanaman 
perkebunanPerkebunan dengan lebah madu. 
Pasal 47 ayat (1) Perusahaan Perkebunan 
yang melakukan usaha budi daya Tanaman 
perkebunan dengan luasan skala tertentu 
dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan 
dengan kapasitas pabrik tertentu wajib 
memiliki izin usaha perkebunan. Pasal 41 ayat 
(1) Jenis Usaha perkebunan terdiri atas usaha 
budi daya tanaman perkebunan, usaha 
pengolahan hasil perkebunan dan usaha jasa 
perkebunan.12 
Pasal 45 ayat: 
(1) Untuk mendapatkan izin Usaha perkebunan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 
harus memenuhi persyaratan:  
a. izin lingkungan;  
b. kesesuaian dengan rencana tata ruang 
wilayah; dan  
c. kesesuaian dengan rencana perkebunan. 
(2)  Selain persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1):  
a. usaha budi daya perkebunan harus 
mempunyai sarana, prasarana, sistem, 
dan sarana pengendali organisme 
pengganggu tumbuhan; dan  
b. usaha pengolahan Hasil perkebunan 
harus memenuhi sekurang-kurangnya 
20% (dua puluh perseratus) dari 
keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan 
berasal dari kebun yang diusahakan 
sendiri. 
Pasal 46. Jenis Tanaman perkebunan pada 
usaha budi daya tanaman Perkebunan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) 
ditetapkan oleh Menteri. 
Pasal 47 ayat:  
(1) Perusahaan Perkebunan yang melakukan 
usaha budi daya Tanaman perkebunan 
dengan luasan skala tertentu dan/atau 
usaha pengolahan hasil perkebunan dengan 
kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki 
izin usaha perkebunan. 
(2) lzin Usaha perkebunan diberikan dengan 
mempertimbangkan:  
a. jenis tanaman;  
b. kesesuaian Tanah dan agroklimat;  
c. teknologi;  
d. tenaga kerja; dan  
e. modal. 
                                                             
12  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang 
Perkebunan. 
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Pasal 47 ayat (1) Yang dimaksud dengan 
"skala tertentu" adalah Usaha perkebunan yang 
dilakukan oleh perusahaan perkebunan sesuai 
dengan skala usaha yang ditetapkan oleh 
Menteri. Yang minimal dimaksud dengan 
"kapasitas pabrik tertentu, adalah kapasitas 
unit pengolahan hasil perkebunan yang 
ditetapkan oleh Menteri. 
Pasal 48 ayat: 
(1) Izin Usaha perkebunan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diberikan 
oleh:  
 a. gubernur untuk wilayah lintas 
kabupaten/kota; dan  
 b. bupati/wali kota untuk wilayah dalam 
suatu kabupaten/kota. 
(2) Dalam hal lahan Usaha perkebunan berada 
pada wilayah lintas provinsi, izin diberikan 
oleh Menteri.  
(3) Perusahaan perkebunan yang telah 
mendapat izin Usaha perkebunan wajib 
menyampaikan laporan perkembangan 
usahanya secara berkala sekurang-
kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada 
pemberi izin sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2). 
(4) Laporan perkembangan usaha secara 
berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) juga disampaikan kepada Menteri. 
Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Pemberian izin 
usaha pada wilayah khusus seperti provinsi 
Papua Barat, Provinsi Papua, dan Provinsi Aceh 
disesuaikan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Ayat (4) Laporan 
perkembangan usaha antara lain 
perkembangan pelaksanaan perizinan, jumlah 
produksi, pelaksanaan kemitraan, kegiatan 
lapangan, pabrik pengolahan, dan pengelolaan 
lingkungan hidup. 
Pasal 49. Pemberian ketentuan lebih lanjut 
mengenai syarat dan tata cara pemberian izin 
Usaha perkebunan, luasan lahan tertentu untuk 
usaha budi daya tanaman perkebunan dan 
kapasitas pabrik tertentu untuk usaha 
pengolahan hasil perkebunan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 
48 diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 
50. Menteri, gubernur, bupati/wali kota yang 
menerbitkan izin Usaha Perkebunan dilarang: 
a. menerbitkan izin yang tidak sesuai 
peruntukan; dan/atau 
b. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan 
syarat dan ketentuan perundang-undangan.  
Izin merupakan sebuah keputusan yang 
dikeluarkan oleh organ pemerintah, di 
dalamnya terkandung suatu muatan hal yang 
bersifat konkret, jelas, dapat ditentukan, dapat 
dibedakan, dapat ditunjukkan. Sebagai 
keputusan tata usaha negara maka izin iniharus 
memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha 
negara sebagaimana diatur dalam UUPTUN 
yaitu penetapan tertulis; dikeluarkan oleh 
badan/pejabat tata usaha negara; berisi 
tindakan hukum tata usaha negara; 
berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan 
final; dan menimbulkan akibat hukum bagi 
seseorang/badan hukum perdata. 13 
Administrasi negara atau pemerintah juga 
memerlukan instrumen atau sarana yang akan 
dapat menunjang administrasi negara dalam 
menjalankan tugasnya.Sarana-sarana yang 
dimaksud dalam hal ini adalah alat-alat yang 
digunakan oleh pemerintah atau administrasi 
negara dalam melaksanakan tugasnya. Dalam 
menjalankan tugas-tugas pemerintahan, 
pemerintah atau administrasi negara 
melakukan barbagai tindakan hukum dengan 
menggunakan sarana atau instrumen seperti 
alat tulis menulis, sarana transportasi dan 
komunikasi, gedung-gedung dan lain-lain yang 
terhimpun dalam publik domain atau 
kepunyaan publik.14 
  
B. Pemberlakuan Sanksi Administratif Atas 
Pelanggaran Hukum Berkaitan Dengan Izin 
Usaha Perkebunan  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 
Tentang Perkebunan, Pasal 60 ayat: 
(1) Perusahaan perkebunan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 58 dikenai sanksi 
administrasi (2) Sanksi administrasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berupa:  
a. denda;  
b. pemberhentian sementara dari kegiatan 
usaha perkebunan  
c. pencabutan izin Usaha perkebunan. 
                                                             
13 Sri Y. Pudyatmiko. Perizinan (Problem dan Upaya 
Pembenahan) Grasindo. Jakarta, 2009.        hal. 54. 
14 Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Raja Grafindo 
Persada. Jakarta. 2006. hal. 129. 
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, 
besaran denda, dan tata cara pengenaan 
sanksi sebagaimana  dimaksud pada ayat 
(2) diatur dalam peraturan pemerintah. 
Pasal 58 ayat: 
(1) Perusahaan perkebunan yang memiliki izin 
Usaha Perkebunan atau izin perkebunan 
untuk budi daya wajib memfasilitasi 
pembangunan kebun masyarakat sekitar 
paling rendah seluas 20% (dua puluh 
perseratus) dari total luas areal kebun yang 
diusahakan oleh perusahaan perkebunan. 
(2) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil 
atau bentuk pendanaan lain yang 
disepakati sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
(3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan 
kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus dilaksanakan dalam jangka waktu 
paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna 
usaha diberikan. 
(4) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
dilaporkan kepada pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah sesuai dengan 
kewenangannya. 
Penjelasan Pasal 58 ayat (1) Yang dimaksud 
dengan “total luas areal kebun yang diusahakan 
oleh perusahaan perkebunan” adalah luas 
sesuai dengan izin usaha perkebunan atau izin 
perkebunan untuk budi daya. 
Sanksi hukum administrasi merupakan 
sanksi yang penerapannya tidak melalui 
perantaraan hakim. Pemerintah berwenang 
untuk bilamana perlu, tanpa keharusan 
perantaraan hakim terlebih dahulu bertindak 
jauh secara nyata. Sasaran sanksi administrasi 
adalah perbuatan yang bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan, sehingga 
secara prinsipil berbeda dengan pemberian 
sanksi pidana maupun tanggung jawab perdata 
yang ditujukan kepada orang (pelakunya).15 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 
Tentang Perkebunan, Pasal 64 ayat: 
(1)  Pelaku Usaha perkebunan yang melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
                                                             
15 Ida Bagus Wyasa Putra. Hukum Bisnis Pariwisata. 
Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003. hal. 
183. 
Pasal 63 ayat (2) dikenai sanksi 
administratif.  
(2)  Sanksi administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berupa:  
a. denda;  
b. pemberhentian sementara dari kegiatan 
usaha perkebunan; dan/atau  
c. pencabutan izin Usaha perkebunan. 
Pasal 63 ayat (2) Setiap Pelaku Usaha 
perkebunan dilarang mengalihfungsikan Lahan 
perkebunan di dalam wilayah geografis yang 
memproduksi hasil perkebunan yang besifat 
spesifik. Pasal 65. Selain dikenai sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 64, pelaku usaha perkebunan yang 
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 63 ayat (2) wajib mengembalikan 
fungsi lahan perkebunan dalam wilayah 
geografis. Pasal 66. Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pelindungan wilayah geografis yang 
memproduksi Hasil Perkebunan yang bersifat 
spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. “Hukum 
adminstrasi merupakan tindakan pemerintahan 
atau eksekutif atau bestuurmaatregel atau the 
measurelaction of government terhadap 
pelanggaran perundang-undangan yang berlaku 
dan bersifat reparatoir (mengembalikan pada 
keadaan semula)”.16 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 
Tentang Perkebunan, Pasal 70 ayat:  
(1)  Setiap perusahaan perkebunan yang 
melanggar ketentuan  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 69 dikenai sanksi 
administratif  
(2)  Sanksi administratif sebagaimana dimaksud 
pada ( 1) berupa:  
a. denda;  
b. pemberhentian sementara dari kegiatan 
usaha perkebunan; dan/atau 
c. pencabutan izin usaha perkebunan.  
(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, 
besaran denda dan tata cara pengenaan 
sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam peraturan pemerintah.  
Penegakan hukum administrasi lebih 
memiliki kemampuan mengundang partisipasi 
                                                             
  16  Syahrul Machmud. Penegakan Hukum Lingkungan 
Indonesia. (Penegakan Hukum Administrasi. Hukum 
Perdata. Dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang 
No. 32 Tahun 2009) Graha Ilmu. Yogyakarta.Graha Ilmu, 
Bandung. 2012.hal. 179. 
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masyarakat. Partisipasi masyarakat dilakukan 
mulai dari proses perizinan, pemantauan 
penataan/pengawasan, dan partisipasi dalam 
mengajukan keberatan dan meminta pejabat 
tata usaha negara untuk memberlakukan sanksi 
administrasi.17 
Izin adalah perangkat hukum adminsitrasi 
yang digunakan pemerintah untuk 
mengendalikan warganya agar berjalan dengan 
teratur dan untuk tujuan ini diperlukan 
perangkat administrasi. Salah satu perangkat 
administrasi adalah organisasi dan agar 
organisasi ini berjalan dengan baik, perlu 
dilakukan pembagian tugas. Sendi utama dalam 
pembagian tugas adalah adanya koordinasi dan 
pengawasan.18  
Izin diterapkan oleh pejabat negara, 
sehingga dilihat dari penempatannya maka izin 
adalah instrumen pengendalian dan alat 
pemerintah untuk mencapai apa yang menjadi 
sasarannya. Menurut Ahmad Sobana, 
mekanisme perizinan dan izin yang diterbitkan 
untuk pengendalian dan pengawasan 
administrasi bisa dipergunakan sebagai alat 
untuk mengevaluasi keadaan dan tahapan 
perkembangan yang ingin dicapai, di samping 
untuk mengendalikan arah perubahan dan 
mengevaluasi keadaan, potensi, serta kendala 
yang disentuh untuk berubah.19 
Paling penting dalam proses penerbitan izin 
ini adalah persoalan siapa yang paling 
berwenang memberikan izin. Ini sangat penting 
karena izin merupakan bentuk keputusan tata 
usaha negara. Izin dapat dikatakan sebagai 
keputusan tata usaha negara karena ia 
dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, 
yaitu pemerintah atas permohonan yang 
diajukan oleh badan hukum perdata atau 
perorangan. Pemerintah merupakan pejabat 
tata usaha negara, karena ia melaksanakan 
fungsi untuk menyelenggarakan urusan 
pemerintahan baik di tingkat pusat dan daerah 
dengan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.20 Di sisi lain dilihat dari 
pengertian keputusan tata usaha negara itu 
sendiri memiliki sifat-fifat keputusan tersebut 
yaitu bahwa izin bersifat konkret. Artinya obyek 
                                                             
17 Syahrul Machmud. Op.Cit. hal. 182. 
18 H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. Op.Cit. 
hal. 92. 
19 Ibid. hal. 92. 
20 Ibid. hal. 93. 
yang diputuskan dalam tata usaha negara itu 
tidak abstrak melainkan berwujud, tertentu, 
dan ditentukan. Izin memiliki sifat individual, 
artinya bahwa dalam izin itu harus disebutkan 
dengan jelas siapa yang diberikan izin. Izin 
bersifat final, di mana dengan izin seseorang 
telah mempunyai hak untuk melakukan sesuatu 
perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang 
secara definisif dapat menimbulkan akibat 
hukum tertentu.21 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 
Tentang Perkebunan, Pasal 75 ayat: 
(1) Setiap Pelaku Usaha perkebunan yang 
melanggar ketentuan sebagaimana, 
dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dikenai 
sanksi administratif.  
(2)  Sanksi administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berupa:  
a. denda  
b. pemberhentian sementara dari kegiatan, 
produksi, dan/atau peredaran hasil 
usaha industri; 
c. ganti rugi dan/atau; 
d. pencabutan izin usaha. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, 
besaran denda, clan tata cara pengenaan 
sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam peraturan pemerintah. 
Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang 
mengatur mengenai perizinan usaha 
perkebunan dan pemberlakuan sanksi 
administratif atas pelanggaran hukum 
berkaitan dengan izin usaha perkebunan 
diharapkan dapat memberikan kepastian 
hukum dan jaminan perlindungan hukum bagi 
masyarakat berkaitan dengan pengelolaan hasil 
perkebunan oleh pelaku usaha. Pemberlakuan 
sanksi administratif merupakan bagian dari 
penegakan hukum untuk mencegah bentuk-
bentuk perbuatan yang melanggar ketentuan-
ketentuan berkaitan dengan izin usaha 
pengelolaan perkebunan. Oleh karena itu 
apabila telah terbukti dengan sah menurut 
hukum yang berlaku telah terjadi pelanggaran 
hukum atas perizinan, maka diperlukan 
penerapan sanksi hukum administrasi yang 
tegas sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  
 
                                                             
21 Ibid. 





1. Perizinan usaha perkebunan menurut 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 
Tentang Perkebunan, dapat diberikan untuk 
jenis usaha perkebunan yang terdiri atas 
usaha budi daya tanaman perkebunan, 
usaha pengolahan hasil perkebunan dan 
usaha jasa perkebunan. Izin hanya dapat 
dilakukan oleh perusahaan perkebunan 
apabila telah mendapatkan hak atas tanah 
dan/atau izin Usaha perkebunan. Untuk 
mendapatkan izin Usaha perkebunan harus 
memenuhi persyaratan: izin lingkungan; 
kesesuaian dengan rencana tata ruang 
wilayah, dan kesesuaian dengan rencana 
perkebunan.  
2. Pemberlakuan sanksi administratif atas 
pelanggaran hukum berkaitan dengan izin 
usaha perkebunan menurut Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, 
maka dapat diberlakukan sanksi administrasi 
berupa denda;  pemberhentian sementara 
dari kegiatan usaha perkebunan, ganti rugi  
pencabutan izin usaha perkebunan. 
  
B. SARAN 
1. Perizinan usaha perkebunan menurut 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 
Tentang Perkebunan dalam pelaksanaannya 
memerlukan pembinaan dan pengawasan 
dari pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah sesuai dengan kewenangannya. 
Pengawasan dilakukan untuk menjamin 
penegakan hukum dan terselenggaranya 
usaha perkebunan. Pembinaan dan 
pengawasan perlu juga dukungan 
masyarakat untuk membantu melakukan 
pengawasan dalam pelaksanaan izin usaha 
perkebunan. 
2. Pemberlakuan sanksi administratif atas 
pelanggaran hukum berkaitan dengan izin 
usaha perlu diterapkan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku apabila telah terjadi bentuk-bentuk 
pelanggaran atas izin usaha perkebunan 
untuk memberikan peringatan dan 
pembelajaran bagi pihak-pihak lain agar 
tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang 
merupakan pelanggaran atas ketentuan-
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